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ABSTRAK

Fenomena legislasi dalam masa lame duck session di Indonesia menjadi isu krusial
karena sering kali memicu instabilitas politik dan hukum akibat minimnya
akuntabilitas dan partisipasi publik. Latar belakang penelitian ini menyoroti durasi
transisi kekuasaan di Indonesia yang cukup panjang, yakni sekitar 5-8 bulan,
dimana anggota legislatif petahana tetap memiliki kekuasaan penuh untuk
mengesahkan undang-undang meskipun mandat rakyat telah beralih melalui
pemilu. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan percepatan
pengesahakn regulasi kontroversial, yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa
pelibatan masyarakat yang bermakna. Berdasarkan konteks tersebut, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi legislasi dalam masa
lame duck session bagi stabilitas politik dan hukum di Indonesia? dan (2)
Bagaimana tinjauan Figh siyasah terhadap legislasi dalam masa lame duck session?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif,
yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori dan regulasi)
menuju fakta-fakta hukum yang bersifat khusus terkait fenomena lame duck session
di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi pada masa lame duck session
berimplikasi negatif terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Secara
politik, fenomena ini memicu defisit akuntabilitas yang ekstrem dan memperuncing
polarisasi horizontal antar-koalisi partai serta polarisasi vertikal antara elite
lembaga legislatif dengan rakyat akibat pengabaian mandat terbaru pasca-pemilu.
Secara hukum, produk legislasi pada periode ini mengalami cacat prosedur formal
dan materiil Karena melanggar asas-asaspembentukan peraturan perundang-
undangan. yang baik, yang berujung pada banyaknya uji materi di Mahkamah
Konstitusi. Dalam perspektif figh siyasah dustiriyyah, praktik legislasi yang
tergesa-gesa dan tertutup ini melanggar prinsip al-mas iliyyah (akuntabilitas ganda
kepada Allah dan rakyat), prinsip shiira (musyawarah inklusif), dan prinsip ‘adalah
(keadilan), karena lebih mengutamakan kemaslahatan kelompok (maslahah
khissah) di atas kemaslahatan umum (maslahah al- ‘ammah).

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan perlunya reformasi hukum
untuk membatasi kewenangan legislasi DPR pada masa transisi. Pertama, merevisi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya pada Pasal 76
ayat (4), untuk memperpendek masa transisi dengan menetapkan batas waktu
pelantikan anggota DPR baru paling lambat 3 bulan setelah pengumuman hasil
pemilu. Kedua, menambahkan pasal dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang
memberikan persyaratan prosedural yang lebih luas, analisis dampak kebijakan
yang komprehensif, serta larangan pengesahan RUU strategis yang belum
mencapai kesepakatan tingkat I sebelum masa lame duck session dimulai.
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